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ABSTRAK

Kepolisian Negara Republik Indonesia mengemban tiga tugas pokok yaitu
memelihara keamanan dan keteriban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan
perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat, (Pasal 13 UU RI
Nomor 2 Tahun 2002) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Didalam
pelaksanaan tugas pokok sebagaimana Pasal 13 UU RI Nomor 2 Tahun 2002, Polri
melakukan upaya — upaya hukum dengan menitik beratkan kepada upaya preventif
atau upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana dan upaya represif apabila
- tindak pidana sedang atau telah terjadi. Upaya preventif oleh petugas Polri dilakukan
dengan menyelenggarakan  Turjawali (pengaturan, penjagaan, pengawalan dan
patroli). secara teratur, terjadwal dan terarah terhadap obyek — obyek kegiatan
masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan ( Pasal 14 ayat (1) huruf a UU
Nomor 2 Tahun 2002). Upaya preventif tersebut merupakan salah satu upaya yang
dilakukan oleh petugas Polri dalam mencegah bertemunya niat dan kesempatan pelaku
tindak pidana untuk melakukan kejahatan. Yang menjadi permasalahan dalam
penelitian ini yaitu Bagaimana pengaturan hukum bagi Polri dalam pengamanan
terhadap unjuk rasa anarkis, Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya unjuk rasa
anarkis serta Bagaimana perlindungan hukum bagi petugas polri dalam pengamanan
terhadap pelaku unjuk rasa anarkis. -

Metode yang dipakai dalam penulisan atau penelitian ini dengan menggunakan
metode /ibrary research dan field research disesuaikan dengan kualifikasi penelitian
yakni menggunakan metode deskriptif, maka data dilapangan yang diperoleh
merupakan suatu gambaran yang nyata terhadap kehidupan dalam masyarakat yang ada
pada saat ini dan fenomena hukum yang berlaku.

Penegakan hukum dengan mengedepankan fungsi hukum sebagai fasilitator yang
dikembangkan oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan mengarahkan,
merencanakan, mengendalikan dan mengkoordinasikan secara baik dalam pengelolaan
penyampaian pendapat di muka umum dengan bekerja sama dan melibatkan tokoh
masyarakat, koordinasi antar instansi terkait, serta menjalankan penyesuaian atau
negosiasi dengan tokoh dan penanggung jawab pengunjuk rasa baik yang
memberitahukan aksinya ataupun tidak kepada pihak aparat penegak hukum lebih
efektif dan menjadikan aksi penyampaian pendapat di muka umum tepat sasaran hingga
agresifitas tindakan yang menimbulkan kerugian jiwa, harta benda dan psikologi tidak
terjadi dalam penyampaian pendapat di muka umum dan tercipta harkamtibmas
diwilayah tersebut. Penanganan unjuk rasa yang dilakukan oleh Kepolisian Republik
Indonesia dengan cara memberdayakan seluruh fungsi yang ada di Polres-Polres atau
satuan Polri lainya yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumut, sangat tergantung dari
kebijakan Kapolda Sumut. Kebijakan dari Kapolda tersebut didasarkan pada penilaian
Kapolda terhadap unjuk rasa yang terjadi, dan juga saran-saran dari Direktur Intelkam
maupun perwira lainnya yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam
pengamanan unjuk rasa.

Kata Kunci: - Perlindungan hukum bagi petugas Polri

- Pelaku unjuk rasa anarkis
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia mengemban tiga tugas pokok yaitu
memelihara keamanan dan keteriban masyarakat, menegakkan hukum, dan
memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat,
(Pasal 13 Undanag - Undang RI Nomor 2 Tahun 2002) tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia. Didalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana
Pasal 13 Undang — Undang RI Nomor 2 Tahun 2002, Polri melakukan upaya —
upaya hukum dengan menitik beratkan kepada upaya preventif atau upaya
pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana dan upaya represif apabila tindak
pidana sedang atau telah terjadi. Upaya preventif oleh petugas Polri dilakukan
dengan menyelenggarakan Turjawali (pengaturan, penjagaan, pengawalan dan
patroli). secara teratur, terjadwal dan terarah terhadap obyek — obyek kegiatan
masyarakat dan. pemerintah sesuai dengan kebutuhan ( Pasal 14 ayat (1) huruf a
Undang — Undang Nomor 2 Tahun 2002). Upaya preventif tersebut merupakan
salah satu upaya yang dilakukan oleh petugas Polri dalam mencegah bertemunya
niat dan kesempatan pelaku tindak pidana untuk melakukan suatu kejahatan.'

Sedangkan upaya represif atau disebut juga sebagai upaya paksa

dilakukan oleh petugas Polri apabila seseorang telah terbukti melakukan tindak

! www.google.com. Tugas dan Peran Polri, Hendro Prayogi, diakses tanggal 23
Februari 2012.
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pidana dan pelaku tindak pidana tersebut tidak bersikap kooperatif pada saat
akan dilakukan tindakan hukum. 2

Dari penjabaran diatas, tugas kepolisian yang dinilai lebih efektif untuk
menanggulangi terjadinya tindak pidana adalah tugas preventif karena mencegah
terjadinya suatu kejahatan lebih baik daripada memberantas, dan upaya
pencegahan tidak memerlukan energi yang besar bagi petugas kepolisian.

Setiap 'wilayah di Negara Republik Indonesia mempunyai sistem tatanan
sosial, budaya dan adat istiadat yang berbeda dalam kehidupan bermasyarakat,
perbedaan — perbedaan itu dapat menyebabkan keragaman modus atau pola
kejahatan sehingga diperlukan petugas Polri yang profesional, bermental baik
dan berahlak mulia. Modus kejahatan yang terjadi dikota Medan tidak sama cara
dan penyebab yang melatarbelakanginya dengan modus atau pola kejahatan
yang terjadi di Jakarta atau di daerah lainnya.

Kehidupan bermasyarakat senantiasa mengalami proses yang  juga
mengakibatkan pada berprosesnya pola tindak kejahatan, sehingga diperlukan
petugas Polri yang benar — benar mumpuni dan profesional dibidang tugasnya
agar pola kejahatan yang terus berkembang dapat ditangani dengan baik.
Petugas Polri juga harus senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuannya
susuai dengan perkembangan pola — pola kejahatan baru, mulai dari
pengetahuan tentang pelaku kejahatan dan sebab-sebab  yang
melatarbelakanginya. Ilmu pengetahuan itu telah diterapkan oleh P. Topinand
(1879), seorang antropologi berkebangsaan perancis. Sebelumnya ia

menggunakan istilah Antropologi kriminal yang kemudian dikenal dengan

* Gerson W. Bawengan, Masalah Kejahatan dengan Sebab Akibai, Jakarta, Pradya
Paramita,1977,hal.124
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